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Abstrak : Bahwa untuk menyesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

Nomor : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan 

pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat; 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 



10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor : 226.1/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi 

dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat 

Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 227/PL.01.7- Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran 



Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor : 228/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang 

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 

227/PL.01.7-Kpt/3218/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 230/PL.01.7-Kpt/3218/Kab/VII/2019 tentang 

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor :  236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 243/PL.01.5-

Kpt/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor :  236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

 Dalam Keputusan KPU Nomor : 244/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 Tahun 2020   

diatur tentang: 

 1. Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaran 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; 2. Menetapkan 

perubahan Formulir Pencalonan pada Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

Catatan :  -   Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2019.  

 -   Lampiran I 40 halaman. 

 -   Lampiran II 120 halaman. 

    

      


